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TENT ANG 

KEHUTANAN 

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang : a. bahwa hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan alam 
yang memberikan manfaat serbaguna bagi umat manl.isia harus dikelola dan 
dimanfaatkan secara optimal dan lestari; 

Mengingat 

b. bahwa hutan sebagai salah satu penentu ekosistem sistem penyangga . 
kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat yang keberadaannya cenderung 
berkurang harus dikelola secara arif dan bijaksana baik untuk generasi masa 
kini maupun generasi masa yang akan datang; 

c. bahwa mengingat adanya perubahan dan perkembangan yang pesat dalam 
penyelenggaraan pembangunan nasional, maka Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1967 perlu disempurnakan; 

d. bahwa berhubung dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Undang­
undang tentang Kehutanan. 

l. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 dan Pasal 33 Undang-Undang 
Dasar 1945; 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 
Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor <9, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran 
Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran 
Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699). 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, 

MEMUTUSKAN: 

Menetapk<W : UNDANG-UNDANG TENT ANG KEHUTANAN. 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 
Pengcrtian 

Pasal 1 

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, basil 
hutan dan pengurusannya. 

2. Hutan adalah sumber daya alam hayati dalam persekutuan hidup dengan alam lingkungannya, 
yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan dan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan 
ekosistem. 

3. Kawasan hutan adalah hutan negara dan wilayah tertentu yang sudah ditunjuk atau yang sudah 
ditetapkan untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 

4. Hutan Negara adalah kawasan hutan yang berada pada tanah tidak dibebani hak atas tanah. 

5. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. 

6. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi basil 
hutan. 

7. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang karena sifat-sifat alamnya merupakan perlindungan 
sistem penyangga kehidupan yang mempunyai fungsi pokok mengatur tata air, mencegah 
banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut serta memelihara kesuburan tanah. 

8. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di 
perairan yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa 
serta ekosistemnya. 

9. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi 
pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya 
yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. 

10. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai 
fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman · jenis 
tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan 
ekosistemnya. 

11. Kawasan Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat 
diselenggarakannya perburuan secara teratur. 

12. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan jasa yang berasal dari hutan. 

13. Menteri adalah Menteri yang diserahi urusan dan bertanggungjawab di t·idang Kehutanan. 
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Bagian Kdua 
Azas dan Tujuan 

Pasal 2 

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan kelestarian, keadilan, keterbukaan dan ketcrpaduan. 

Pasal 3 

Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi hutan dengan luasan yang 
cukup dan meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai secara serbaguna dan lestari untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Bagian Ketiga 
Penguasaan Hutan 

Pasal 4 

(l) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh Negara. 

(2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi wewenang 
kepada Pemerintah untuk : 

a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan dan kawasan hutan; 
b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai 

bukan kawasan hutan; 
c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta 

mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan. 

BAB II 

STATUS DAN F~GSI HUT AN 

Pasal 5 

Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari : 
a. hutan negara; dan 
b. hutan hak; 

Pasal 6 

Pemerintah menetapkan hutan negara berdasarkan fungsi pokoknya sebagai : 
a. hutan konservasi; 
b. hutan lindung; 
c. hutan produksi; 

Pasal 7 

Hutan konservasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a, terdiri dari : 
a. Kawasan Suaka Alam; 
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b. Kawasan Pcleslarian Alan1; 
c. Kawasan Tan1an Bum; 

Pasal 8 

(l) Pemerintah dapat menctapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus. 

(2) Kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (l ), tidak mengubah 
fungsi pokok kawasan hutan sebagaimana tersebut pada Pasal 6. 

Pasal 9 

(l) Untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika, dan penyerapan tata air, dalam suatu kota 
dapat ditetapkan luas hutan tertentu sebagai hutan kota. 

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

BAB III 

PENGURUSAN RUTAN 

Pasal 10 

(I) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk 
memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya secara serbaguna dan lestari. 

(2) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi kegiatan penyelenggaraan: 
a. sistem perencanaan kehutanan; 
b. pengelolaan hutan; 
c. penyuluhan kehutanan. 

BAB IV 

SISTEM PERENCANAAN KEHUTANAN 

Pasal 11 

Sistem perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin 
tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3. 

Pasal 12 

Sistem perencanaan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi : 
a. inventarisasi huta.n; 
b. pengukuhan kawasan hutan; 
c. penatagunaan kawasan hutan; 
d. penyusunan rencana kehutanan. 



Bagian Kesatu 
Inventarisasi Hutan 

Pasal 13 

( l) Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengctahui sumberdaya, potensi dan kekayaan alam 
hutan. 

(2) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) dilakukan dcngan survai mengenai 
keadaan fisik daerah, alam flora dan fauna dari seluruh hutan serta sosial masyarakat di dalam 
dan di sekitar hutan. 

(3) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari: 
a. inventarisasi hutan tingkat nasional; 
b. inventarisasi hutan tingkat wilayah; 
c. inventarisasi hutan tingkat daerah aliran sungai; 
d. inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan. 

(4) Hasil inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 
dipergunakan sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Bagian Kedua 
Pengukuhan Kawasan Hutan 

Pasal 14 

(1) Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah 
menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan. 

(2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan untuk 
memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan. 

Pasal 15 

(1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses 
sebagai berikut : 
a. penunjukan kawasan hutan; 
b. penataan batas kawasan hutan; 
c. pemetaan kawasan hutan; 
d. penetapan kawasan hutan. 

(2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan 
memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah. 
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Bagian Kctiga 
Pcn:nagunaru1 Kawasan Hutan 

Pasal 16 

(1) Berdasarkan hasil pcngukuhan kawasan hutan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 
15, Pemerintah menyclcnggarakan pcnatagunaan kawasan hutan. 

(2) Penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan penctapan fungsi dan penggunaan kawasan 
hutan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dan ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Pasal 17 

(1) Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan untuk setiap 
daerah aliran sungai guna terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan 
manfaat ekonomi masyarakat setempat. 

(2) Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) minimal 
30% (tiga puluh persen) dari luas daratan propinsi dan atau pulau dengan sebaran yang merata. 

Pasal 18 

(l) Perubahan peruntukan kawasan hutan menurut fungsinya didasarkan pada hasil penelitian. 

(2) Ketentuan tentang kriteria fungsi hutan dan tata cara perubahan peruntukan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (I) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Bagian Keempat 
Penyusunan Rencana Kehutanan 

Pasal 19 

( 1) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan dengan 
mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan kondisi sosial masyarakat, Pemerintah 
menyusun rencana kehutanan. 

(2) Rencana kehutanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun menurut jangka 
perencanaan, skala geografis, dan menurut fungsi pokok kav,•asan hutan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh 
Pemerintah. 

BABV 

PENGELOLAAN HUTAN 

Pasal 20 

Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) hurufb, rneliputi kegiatan: 
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a. penctapan wilayah pengelolaan hutan; 
b. tata hutan dan penyusunan rencana pcngelolaan hutan; 
c. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; 
d. rehabilitasi dan rcklamasi hutan; 
e. perlindungan hutan dan konservasi alam. 

Bagian Kesatu 
Penetapan Wilayah Penge!olaan Hutan 

Pasal 21 

(I) Penetapan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat : 
a. Propinsi; 
b. Kabupaten/K.otamadya; 
c. Unit pengelolaan. 

(2) Pembentukan unit pengelolaan hutan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik 
sistem lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi 
masyarakat setempat dan batqs administrasi pemerintahan. 

(3). Pembentukan unit pengelolaan hutan yang melampui batas administrasi pemerintahan karena 
ko11disi dan karakteristik serta tipe hutan, penetapannya diatur secara khusus oleh Menteri. 

Bagian Kedua 
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Penge!olaan Hutan 

Pasal 22 

(I) Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan yang lebih intensif untuk 
memperoleh manfaat yang lebih optimal. 

(2) Tata hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem atau 
jenis dan rencana pemanfaatan . 

(3) Blok-blok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam petak-petak berdasarkan 
intensitas dan efisiensi pengelolaan. 

(4) Berdasarkan Blok dan petak sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dan ayat (2), disusun 
rencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu. 

(5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

Bagian Ketiga 
Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan 

Pasal 23 

Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, bertujuan, untuk memperoleh 
manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan. 
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Pasal 24 

Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilak.ukan pada semua kawasan hutan kecuali pada kav@san 
hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional. -

Pasal 25 

Pemanfaatan kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam atau taman buru diatur sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang bcrlak.u. 

Pasal 26 

Pemanfaatan kawasan hutan di dalam Hutan Lindung dilak.sanakan melalui pemberian : 
a. hak pemungutan basil hutan; 
b. izin pemanfaatan jasa lingkungan; 

Pasal 27 

( l) Hak pemungutan hasil hutan di dalam Hutan Lindung diberikan untuk mengambil hasil hutan 
bukan kayu. 

(2) Hak. pemungutan hasil hutan sebagaimana dimak.sud dalam ayat (I), dapat diberikan kepada : 
a. perorangan; 
b. koperasi; atau 
c. Badan Usaha Milik Daerah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimak.sud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Pasal 28 

(1) Kegiatan pemanfaatanjasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 hurufb, meliputi 
kegiatan: 
a. kepariwisataan; 
b. pemanfaatan sumbel' air. 

(2) Pemanfaatan jasa lingkungan untuk kegiatan kepariwisataan diatur sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 29 

(1) Pemanfaatanjasa lingkungan untuk kegiatan pemanfaatan sumber air, diberikan kepada: 
a. perorangan; 
b. koperasi; 
c. Badan Usaha Milik Daerah; atau 
d. Badan Usaha Milik Swasta. 

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimak.sud dalam ayat (1 ), diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
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Pasa! 30 

Pcmanfaatan kawasan Hutan Produksi dilaksanakan mclalui pembcrian: 
a. Hak Pengusahaan Hutan; atau 
b. Hak Pemungutan Basil Hutan. 

Pasa! 31 

(I) Hak Pcngusahaan Hutan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dapat dibcrikan kepada 
Badan Hukum Indonesia. 

(2) Kegiatan pengusahaan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan 
penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan clan pemasaran basil 
hutan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (l), diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Pasal 32 

( l) Hak Pemungutan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalan1 Pasal 30 huruf b, dapat diberikan 
kepada: 
a. Perorangan; 
b. Koperasi; atau 
c. Badan Usaha Milik Daerah; 

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Pasal 33 

(1) Setiap pemegang hak atau izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf 
c, dikenakan iuran, provisi atau dana reboisasi atas pemanfaatan hutan. 

(2) Untuk menjamin pelaksanaan pengusahaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ,JO huruf 
a secara lestari, pemegang hak pengusahan hutan wajib menyediakan dana jaminan kinerja hak 
pengusahaan hutan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Pasal 34 

(I) Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. 

(2) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu 
fungsinya. 

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
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Pasal 35 

(I) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan lllnya 
dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan Iindung. 

(2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan tanpa 
mengubah fungsi pokok kawasan hutan. 

Bagian Keempat 
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan 

Pasal 36 

Rehabilitasi hutan dimaksudkan untuk memulihkan dan mempertahankan fungsi hutan clan kawasan 
hutan agar claya clukung, produktivitas dan peranannya meningkat sebagai sistem penyangga 
kehidupan. 

Pasal 37 

(1) Rehabilitasi hutan clan kawasan hutan diselenggarakan melalui kegiatan: 
a. reboisasi; 
b. penghijauan; 
c. pemeliharan; 
d. pengayaan tanaman; atau 
e. penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan civil teknik, pada lahan kritis clan 

tidak produktif; 

(2) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada semua hutan clan 
kawasan hutan kecuali pada kawasan cagar alam dan zona inti taman nasional. 

Pasal 38 

(1) Rehabilitasi hutan dan kawasan hutan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik. 

(2) Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan kawasan hutan diutamakai, pelaksanaannya melalui 
pendekatan partisipatif dalam kerangka pengembangan potensi masyarakat. 

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Pasal 39 

Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai hutan yang kritis atau tidak produktif wajib 
melaksanakan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlinclungan dan konservasi. 

Pasal 40 

(1) Reklamasi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf cl, meliputi usaha untuk 
memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak 
agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. 
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(2) Kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi inventarisasi lokasi, 
penetapan lokasi, pcrencanaan dan pclaksanaan reklamasi. 

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat ( l) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Pasal 41 

Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) yang mengakibatkan 
kerusakan hutan wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi. 

Bagian Kelima 
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 

Pasal 42 

Perlindungan hutan dan kawasan hutan bertujuan untuk menjaga hutan dan kawasan hutan agar 
dapat berfungsi secara optimal dan lestari. 

Pasal 43 

Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk mencegah clan membatasi 
kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, temak, 
daya-daya alam, hama dan penyakit. 

Pasal 44 

(1) Pemerintah mengatur perlindungan hutan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. 

(2) Perlindungan hutan sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan perlindungan atas 
kawasan hutan, tanah hutan, kerusakan hutan dan hasil hutan. 

(3) Lembaga atau badan usaha yang diberi hak pengusahaan hutan, hak pemungutan basil hutan dan 
atau izin untuk memanfaatkan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Pasal 27, Pasal 
29 dan Pasal 30 wajib melalukan upaya perlindungan hutan. 

(4) Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat 
diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 45 

Pemegang hak atau izin bertanggung jawab alas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya, 
kecuali pemegang hak atau izin dapat membuktikan bahwa penyebab kebakaran bukan karena 
kesalahan atau kelalaian pemegang hak atau izin. 

Pasal 46 

( l) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. 
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(2) Setiap orang yang diberikan hak pengusahaan hutan atau hak pemungutan hasil hutan ata'*in 
pemanfaatan hasil hutan dilarang melakukan kegiatan yang mcnimbulkan kerusakan hutan. ~. 

(3) Sctiap orang dilarang : 

a. mengerjakan dan/atau mcnggunakan dan/atau mcnduduki kawasan hutan secara tidak sah; 
b. merambah kawasan hutan; 
c. melakukan penebangan pobon dalam radius/jarak tcrtentu dari mata air, tcpi jurang, tepi 

danau/waduk, tepi pantai, tepi sungai dan anak sungai; 
d. membakar hutan kecuali dengan kewenangan yang sah; 
e. menebang pobon atau memanen atau memungut basil hutan di dalam hutan tanpa memiiiki 

hak atau izin yang sah dari pejabat yang berwenang; 
f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau 

memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari hutan yang diambil atau dipungut secara 
tidak sah; 

g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di 
dalam kawasan butan, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang. 

h. mengangkut, menguasai atau memiliki basil butan yang tidcl< dilengkapi, disertai atau 
bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan; 

1. menggembalakan ternak di dalam kawasan butan, kecuali ditempat-tempat yang ditunjuk 
secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang; 

J. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, membelah pohon 
atau membawa dan/atau membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran, 
kerusakan, membahayakan keberadaan atau kelangsungan· fungsi butan di dalam kawasan 
hutan, kecuali atas kewenangan yang sah. 

(4) Ketentuan tentang membawa, mengangkut, atau mengeluarkan dari alam tumbuhan dan satwa 
yang dilindungi diatur dalam undang-undang tersendiri. 

Pasal 47 

(I) Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kebutanan tertentu 
sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus. 

(2) Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud dalll;ffi ayat (l) 
berwenang untuk : 
a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan butan atau wilayah bukumnya; 
b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan basil butan di 

dalam kawasan butan atau wiiayah hukumnya. 
c. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut butan, kawasan 

butan, dan basil hutan; 
d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, 

kawasan butan, dan basil butan; 
e. dalam bal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang 

berwenang; 
f. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang 

menyangkut butan, kawasan hutan, dan hasil butan. 
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BAB VJ 

PENYULUHAN KEHUTANAN 

Pasal 48 

Penyuluhan Kehutanan bertujuan meningkatkan rengetahuan dan ketrampilan serta mengubah sikap 
dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan dan sadar akan 
pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia. 

Pasal 49 

(l) Pemerintah wajib melakukan penyuluhan di bidang kehutanan. 

(2) Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dalam melakukan penyuluhan dibidang 
kehutanan dapat dibantu oleh swasta sebagai mitra kerja. 

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh 
Pemerintah. 

BAB VII 

PENYERAHAN URUSAN 

Pasal 50 

(1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang kehutanan, pemerintah dapat menyerahkan 
sebagian urusan kepada Pemerintah Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

BAB VIII 

MASYARAKAT HUKUM ADAT 

Pasal 51 

(1) Masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya dapat: 

a. melakukan pemungutan basil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. · 
b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. 

(2) Pemyataan keberadaan masyarakat hukum adat dilakukan oleh Bupati atau Walikotamadya 
setempat. 

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Peraturan Pemerintah. 
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BAB IX 

PERANSERT A MASY ARAKA T 

Pasal 52 

(1) Masyarakat berhakmenikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan dari hutan. 

(2) Selain hak sebagaimaan dimaksud dalam ayat (1), masyarakat dapat: 
a. memanfaatkan hutan dan basil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 
b. mengetahui rencana peruntukan dan pemanfaatan hasil hutan; 
c. berperan serta dalam pemberian informasi, saran pertimbangan dalam pembangunan 

kehutanan; 
d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanan pembangunan kehutanan baik langsung 

maupun tidak langsung. 

(3) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai 
akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

Pasal 53 

(1) .Masyarakat berkewajiban untuk turut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari 
gangguan. 

(2) Dalam melaksanakan rehabilitasi hutan, masyarakat dapat meminta pendampingan, pelayanan 
dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat atau pemerintah. 

Pasal 54 

(1) Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan dibidang kehutanan, baik langsung 
maupun tidak langsung. 

(2) Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang 
kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna. 

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

BABX 

PENYIDIK.Ai""'{ 

Pasal 55 

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri 
Sipil tertentu dilingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi 
pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana 
dibidang hutan dan kehutanan. 

I 
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(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk: 
a. melakukan pcmcriksaan atas kebcnaran laporan atau ketcrangan yang berkenaan dengan 

tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; 
b. melakukan pcmcriksaan terhadap orang yang diduga mclakukan tindakan pidana yang 

menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; 
c. memeriksa tanda pcngenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah 

hukumnya; 
d. melakukan pcnggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut 

hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; 
e. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak 

pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; 
f. membuat dan menandatangani berita acara; 
g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana 

yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan 
melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum. 

BAB XI 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 56 

(I) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat 
(1) atau Pasal 46 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
denda paling banyak Rp. l .000.000.000,- (satu milyar rupiah). 

(2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat 
(3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 
IO (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 

(3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat 
(3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda 
paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus li111a puluhjuta rupiah). 

( 4) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat 
(3) huruf g atau huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahiln dan denda 
paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 

(S) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat 
(3) huruf i atau huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama l (satu) tahun dan denda 
paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 

(6) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 
ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling 
banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 

(7) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah 
kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimak.sud dalan1 ayat (5), dan ayat (6), adalah 
pelanggaran. 
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(8) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran atau alat-alat yang dipergunakan wituk 
mclakukan kejahalan dan/atau pdanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini di~pas 
untuk Negara. ·~~ 

~1 

BAB XII 

G/\.NTI RCGI DAN SANKSI AD~lINISTRATIF 

Pasal 57 

(I) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-widang ini, dengan tidak 
mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56, mewajibkan kepada penanggung 
jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan intensitas kerusakan atau akibat 
yang ditimbulkannya kcpada negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau 
tindakan lain yang diperlukan. 

(2) Setiap pemegang hak pengusahaan hutan atau hak pemungutan hasil hutan atau izin 
pemanfaatan hasil hutan yang diatur mcnurut undang-undang ini, melanggar ketentuan diluar 
ketentuan pidana sebagaimana diatur dalarn Pasal 56, dikenakan sanksi administratif antara lain 
dapat berupa: pencabutan hak atau izin, pengurangan areal kerja dan/atau denda administratif. 

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), dan ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Pasal 58 

(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke Pengadilan dan/atau melaporkan ke 
penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat. 

(2) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita akibat pencemaran dan/atau kerusakan hutan 
sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka instansi pemerintah 
yang bertanggung jawab dibidang kehutanan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat. 

BAB XIII 

KETENTUANPERALIHAi~ 

Pasal 59 

Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan/atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini dianggap telah ditunjuk dan atau ditetapkan 
sebagai kawasan hutan berdasarkan undang-undang ini 

Pasal 60 

Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang telah 
ada sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, tetap berlaku sampai dengan 
dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang berdasarkan undang-undang ini. 
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BAB XIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 61 

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini maka dinyatakan tidak berlaku lagi : 

1. Bosordonansi Jawa dan Madura 1927, Staatsblad Tahun 1927 Nomor 221, sebagaimana telah 
diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 168, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 
1934 Nomor63; 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan 
(Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215). 

Pasal 62 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan agar semua orang mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia 

Diundangkan di Jakarta 
pada Tanggal ........................ . 
MENTER! NEGARA SEKRET ARIS NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

AKBAR TANJUNG 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

BACHARUDIN JUSUF HABIBIE 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA NOMOR .............. . 

Ruu-setkab-1 
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PENJELASAN 

ATAS 

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR T AHUN ! 999 

TENT ANG 

KEHUTANAN 

A. PENJELASAN UMUM 

f Hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa dan rakyat Indonesia yang tak 
ternilai harganya sebagai modal dasar pembangunan Nasional. 

r 
Hutan memiliki kedudukan, fungsi dan peran yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan 
bangsa dan rakyat Indonesia serta masyarakat internasional. Hutan harus diurus dan dikelola, 
dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia 
dan masyarakat international lainnya. 

( 

Penyelenggaraan kehutanan sebagai suatu sistem bertujuan antara lain untuk mengatur dan 
mengurus hutan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan secara lestari yaitu dengan 
mengembangkan aspek lingkungan, aspek ekonomi dan aspek sosial, sehingga dapat 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat masa kini clan generasi yang akan datang yang 
berazaskan keadilan, keterbukaan, keterpaduan dan kelestarian. 

Seluruh hutan di wilayah Indonesia dikuasai oleh Negara yang memberi wewenang kepada 
Pemerintah untuk mengatur, mengurus, menetapkan kawasan hutan dan/atau mengubah status 
kawasan hutan, mengatur, dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dan hutan 
atau kawasan hutan dan basil hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai 
kehutanan. 

Sumber daya hutm mempunyai peran penting dalam meningkatkan bahan baku industri, 
pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja, menghasilkan devisa. Pemanfaatan 
hutan perlu lebih diperluas tidak hanya berupa produksi kayu, hasil hutan bukan kayu, akan 
tetapi manfaat lainnya seperti jasa lingkungan dan sebagainya, sehingga manfaat hutan lebih 
optimal. Dalam pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi hutan 
baik fungsi umum hutan yaitu sebagai penyangga kehidupan, pencegahan banjir dan erosi, 
pemeliharaan kesuburan tanah dan ekologi, maupun fungsi-fungsi pokok kawasan hutan sesuai 
dengan tipe, karakteristik, kondisi, dan ekosistemnya. 

Untuk dapat .dilakukan pengurusan kehutanan dengan sebaik-baiknya, diselenggarakan kegiatan 
sistem perencanaan kehutanan, pengelolaan dan pengaturan kehutanan. 

Dalam undang-unda.ng..ini hutan di Indonesia digolongkan kedalam "Hutan Negara" dan "Hutan - - . ----- - - -Hak". Hutan Negara ialah kawasan hutan yang berada pada tanah Negara, termasuk di 
dalamnya hlltiin-hutan yang sebelumnya dikuasai oleh masyarakat hukum adat yang disebut 
"Hutan Ulayat, Hutan Marga", atau sebutan lainnya. Dimasukkan hutan-hutan yang dikuasai 
.masyarakat hukum adat ke dalam Hutan Negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai 
oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dan prinsip negara kesatuan Republik 



Indonesia. Dengan dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai olch masyarkat hukum adat 
menjadi Hutan Negara sebagaimana telah dinyatakan dalan1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 
1967 tentang Ketentuan-ketcntuan Pokok Kchutanan, tidak meniadakan hak-hak masyarakat 
hukum adat sepanjang mcnurut kenyataannya masih ada, untuk melakukan kegiatan pengelolaan 
hutan, pemungutan hasil hutan atau memperoleh hak pengusahaan hutan atau hak pcmungutan 
hasil hutan. Dalam undang-undang ini diberi peluang lebih besar untuk memanfaatkan hutan 
melalui badan-badan usaha swasta atau koperasi. 

Dalam rangka untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi 
kesejahteraan seluruh masyarakat, maka semua hutan dan kawasan hutan <la.pat dimanfaatkan 
tanpa mengubah dan disesuaikan dengan fungsi pokok kawasan hutan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6. P~manfaatan 1!!!..tan dilakukan den~berian hak pengu~utan, hak 
me_mungut basil hutan dan hak pemanfaatan jasa lingkungan. -

U!!tuk msjamin sta.,llls, fungsi d~ kondisi hutan dan kawasan h!!!filL dilakukan upaya 
perlindungan hutan. Dalam undang-undang ini dicantumkan ketentuan pidana, ganti rugi dan 
s~si adnifnistrat1f terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum di 
bidang hutan dan kehutanan. 

\ 

Dalam kenyataannya banyak kegiatan dalam pembangunan kehutanan yang belum a.tau belum 
cukup mendapat landasan hukum dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan­
ketentuan Pokok Kehutanan, oleh karena itu dipandang perlu menyempumakan Undang-undang 
Pokok Kehutanan tersebut, sehingga dapat memberi landasan hukum yang lebih kokoh dan 
lengkap bagi pembangunan kehutanan saat ini dan masa yang akan <la.tang. 

Undang-undang ini mencakup ha.I yang luas yang menyangkut hutan dan kehutanan, tennasuk 
sebagian menyangkut konservasi sumber daya a.lam hayati dan ekosistemnya. Dengan 
ditetapkannya Undang~undang Nomor 5 Tahun I 990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 
Haya.ti dan Ekosistemnya, maka semua ketentuan yang menyangkut hal tersebut tidak diatur lagi 
<la.lam Undang-undang ini. 

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Angka 1 

Cukupjelas 

Angka2 

Hutan dalam pengertian ini, dilihat dari segi kondisi fisiknya, baik karena adanya 
unsur-unsur yang bersifat a.lam (hutan alam), maupun yang berupa hutan tanaman. 

Yang dimak:sud dengan sumber daya a.lam hayati adalah unsur-unsur alam hayati di 
alam ~ang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam 
hewan1 (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara 
keseluruhan membentuk ekosistem. 

Yang terpenting dalam pengertian hutan ialah lahan sebagai dasar adanya hutan, 
termasuk didalamnya sungai-sungai dan perairan. 
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Angka 3 

Pcngertian wilayah tertcntu adalah areal baik yang bertumbuhan pohon-pohon atau 
bcrupa tanah kosong. :};;;, 
Yang dimaksud dengan wilayah hutan di pcrairan adalah perairan daratan antara lain 
hutan bakau. 

Angka4 

Yang dimaksud dengan Hutan Negara ialah kawasan hutan yang berada pada 
tanah-tanah yang tidak. dibebani hak.-hak atas tanah. 

Angka5 

Yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak yang didasarkan kepada Undang­
undang Nomor 5 Tahun 1960 (Undang-undang Pokok Agraria) seperti antara lain 
hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa dan hak lainnya. 

Angka6 

Hutan produksi yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan secara 
terbatas sesuai dengan kondisi lapangan disebut sebagai hutan produksi terbatas. 

Hutan produksi yang dapat memproduksi hasil hutan secara bebas disebut sebagai 
hutan produksi bebas. _ 

Angka 7 

Cukup jelas. 

Angka8 

Cukupjelas 

Angka9 

Cukupjelas 

Angka IO 

Cukupjelas 

Angka 11 

Yang dimaksud dengan perburuan secara teratur adalah sistem perburuan yang 
dilakukan secara periodisasi tertentu yang disesuaikan dengan kondisi populasi 
binatang buru yang berada di taman buru tersebut. 

Angka 12 

Yang termasuk hasil hutan ialah hasil-hasil yang diperoleh dari hutan yang berupa: 
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a. 1 lasil nabati bcscrta turumumya scpcrti kayu, bambu, rotan, rumput-rumputan, 
jamur-jamur, tanaman obat, gctah-gctahim dan lain-lain scrta bagian dari 
tumbuh-tumbuhan atau yang dihasilkan okh tumbuh-tumbulum di dalam hutru~. 

b. I lasil hcwani bcscrta turunannya scpcrti satwa liar dan basil pcnangkarannya, 
satwa burn, satwa clok dan lain-lain hcwan scrta bagian-bagiannya atau yang 
dihasilkannya. 

c. Bcnda-bcnda non hayati yang sccara ckologis merupakan satu kesatuan 
ckosistcm dcngan bcnda-bcnda hayati pcnyusun hutan, antara lain bcrupa sumber 
air (water yield), udara bcrsih dan lain-lain yang tidak lcnnasuk bahan tarnbang. 

d. Jasa yang dipcrolch dari hutan antara lain bcrupa : jasa wisata, jasa kcindahan 
dan kcunikan. jasa pcrburuan dan lain-lain. 

c. llasil produksi yang langsung dipcrolch dari hasil pcngolahan bahan-bahan 
rncntah yang bcrasal dari hutan, yang merupakan produk primer. 

Angka 13 

Cukup jc!as 

Pasal 2 

Pcnyclcnggaraan kchutanan yang bcrasaskan kclcstarian dimaksudkan ialah dalam sctiap 
pclaksanaan pemanfaatan hutan mcmpcrhatikan kcscimbangan unsur lingkungan, ckonomi 
clan sosial. 

Penyclcnggaraan kchutanan yang bcrasaskan bcrkcadilan dimaksudkan ialah dalam sctiap .,., .. ,, ·':'"""' 
kcgiatan pcmbangunan kchutanan mcmbcrikan peluang dan kcscmpatan yang. sama 
kcpada semua warga ncgara scsuai dcngan kcman1puan schingga dapat meningkatkan 
J...emakmuran scluruh rakyat. Dalam pcmberian hak atau izin yang mcnyangkut 
pcmanfaatan hutan harus dicegah adanya praktek monopoli, monopsoni, oligopoli dan 
oligopsoni. 

Penyelenggaraan kehutanan yang berasaskan keterbukaan dimaksudkan ialah dalam sctiap 
percncanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan mengikutsertakan 
partisipasi masyarakat. 

Penyelenggaraan kehutanan yang berasaskan keterpaduan dimaksudkan ialah dalam setiap 
pcmbangunan kehutanan dilakukan secara terpadu baik dalam menyusun perencanaan 
penatagunaan kawasan hutan maupun dengan memperhatikan pembangunan scktor lain, 
kcpcntingan masyarakat sctemriat dan nasional. 

Pasal 3 

Yang dimaksud dengan mengoptimalkan fungsi hutan adalah mcngoptirnalkan fungsi 
hutan sebagai fungsi konservasi, fungsi lindung atau fungsi produksi. 

Pasal 4 

Cukupjelas 
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l'asal 5 

l'cnggolongan hutan mcnurul slalusnya yang lcrdiri dari "Hulan Negara" dan "Hutan Ha\;t 
dimaksudkan untuk mcnctapkan status hukum hutan yang dilihat dari status hak alas 
tanahnya. I !utan yang bcrada pada tanah ncgara discbut Hutan Negara clan hutan yang 
bcrada pada tanah hak discbut I !utan Bak. 
Tcrmasuk dalam pcngcrtian Hulan Negara adalah anlara lain hutan yang dikuasai olch 
masyarakat hukum adal, hak ulayat, dan hak pcrtuanan. 
Tcrmasuk dalam pcngcrtian Hut;m lfak adalah hulan yang bcn.da di atas tanah yang 
dibcbani hak scbagaimana dimaksud dalam Un<lang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tcntang 
Kctcntuan-kctcntuan Pokok Agraria. 

Pasal 6 

Cukup jclas 

Pasal 7 

Cukup jclas 

Pasal 8 

Ayat (I) 

Yang dimaksud dcngan tujuan khusus adalah pcnggunarn kaasan hutan untuk 
kcpcrluan spcsifik tcrtcntu, misalnya unluk pcndidikan, pcncliti:m, latihan dan lain­
lain. 

Ayat (2) 

Cukupjclas 

Pasal 9 

Ayat (I) 

Penctapan luas hutan tertentu sebagai hutan kota dapat berada pada tanah ncgara dan 
atau tanah hak. 

Ayat (2) 

Cukupjclas 

Pasal IO 

Cukupjelas 

Pasal 11 

Cukupjclas 



Pasal 12 

Ayat(I) 

Cukup jclas 

Ayat (2) 

Cukup jclas 

Pasal 13 

Ayat (I) 

Cukup jclas 

Ayat (2) 

Cukupjclas 

Ayat (3) 

Invcntarisasi hutan nasional dimaksudkan untuk mcnetapkan arahan pcnunjukan dan 
dan penggunaan kawasan hutan serta pembuatan rencana urnum kchutanan nasional. 
Inventarisasi hutan tingkat wilayah dimaksudkan untuk menyusun rencana induk 
kchutanan wilayah (propinsi atau kabupaten) sebagai per~jabaran rencana umum 
kehutanan nasional. 
ln-•entarisasi hutan tingkat Daerah Aliran Sungai (DAS) dimaksadkan untuk 
menyusun rencana pengelolaan hutan dan peugelolaan DAS yang bersangkutan. 
Inventarisasi hutan tingkat unit pc1:gelolaan dimaksudkan untuk menyusun rencana 
opeasional tingkat unit pengelolaan hutan. 

Ayat (4) 

Cukupjelas 

Ayat (5) 

Cukupjelas 

Pasal 14 

Ayal (l) 

Cukupjelas 

Ayat (2) 

Pengukuhan hutan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kepastian 
hukum keberadaan kawasan hutan dan bebas dari hak-hak milik pihak ketiga. 
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l'asal I 5 

Pclaksanaan pcngukuhan kawasan hutan ncgara, diawali dcngan pcnunjukan, 
pcnataan bat;.is, pcmctaan scrta pcnctapannya dcngan kcputusan Mcntcri. Dalam 
pcnataan batas kawasan hulan dilaksanakan dcngan pcndckatan partisipatif 
(participalOI)' approach) yang mclibatkan para pihak yang tcrkait dcngan kawasan 
hulan yailu pcmcrintah, pcngguna kawasan hutan dan masyarakal sclcmpat. 

/\yat (2) 

l'a~al I 6 

Tata Ruang Wilayah pcngcrtiannya adalah baik tingkat nasional, Propinsi, 
Kabupatcn dan Kccamalan. 

Cukup jclas 

Pasa! 17 

/\yal (1) 

Dcngan mcmpc11imbangkan bahwa Indonesia mcrupakan ncgara tropis yang 
scbagian bcsar mcmpunyai curah dan intcnsitas hujan yang tinggi, scrta mempunyai 
konfigurasi daratan yang bcrgclombang, berbukit dan bergunung yang pcka akan 
!~angguan kescimbangan tata air scperti banjir, crosi, sedimentasi dan kekurangan air, 
maka Mcntcri mcnclapkan luas k..;.wasan hutan dalam sctiap dacrah aliran sungai 
(DAS), 111inimum 30% dar; Iu.:s daratan. 

Ayat (2) 

Pasal 18 

Luas tcrscbut tidak termasuk kawasan hutan produksi. 
Luas kawasan hutan dan penutupan hutan di DAS tersebut selain 
mempertimbangkan manfaat lingkungan juga perlu memperhitungkan manfaat 
ekonomi dan manfaat sosial agar menjadi insentif kepada masyarak::t luas untuk 
sccara swadaya turut berperan serta mcmpertahankan kelestariannya. 

Ayat (l) 

Suatu kawasan hutan yang karcna sangat diperlukan untuk kepcntingan umum dapat 
diubah pcruntukkannya, namun dcmikian perubahan peruntukan tersebut harus 
didasarkan pada hasil penclitian. 

•.--.. 
Ayat (2) 

Cukupjclas 



Pasal 19 

Ayat (I) 

Rcncana kchutanan adalah mcrupakan pcdoman pclaksanaan tingkat nasional, 
wilayah, DAS, dan unit pcngclolaa.n hutan. Pcrcncanaan tcrscbut harus disusun 
sccara komprcnhensif tcrutama dcngan mcrnpcrhatikan pcrubahan-perubahan 
kondisi global tcnnasuk pcrubahan dalam ilmu pcngctahuan dan tcknologi. Dalam 
aspck mikro, aspirasi masyarakat mcnjadi bagian integral dari pcrcncanaan, tcrutama 
<lalam lingkup pcmbcrdayaan ckonomi rakyat di sckitar unit-unit pcngclolaan hutan. 

Dimcnsi jangka pcrencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mcliputi alas 
pcrcncanaan jangka panjang, jangka mcnengah dan jangka pcndek. Dimensi skala 
gcografis scbagaimana dimaksud meliputi pcrcncanaan tingkat nasional, 
pcrcncanaan tingkat wilayah dan perencanaan tingkat unit pengelolaan hutan. 
Dimcnsi f ungsi kawasan hutan meliputi perencanan kawasan hutan produksi, 
pcrcncanaan kawasan h,utan lindung, perencanaan kawasan suaka alam, percncanaan 
kawasan pclcstarian alam, pcrencanaan taman buru, percncanaan kawasan hutan 
dcngan fungsi khusus, dan pcrcncanaan hutan hak. 

Ayat (3) 

Cukup jclas 

Pasal 20 

Cukupjdas 

Pasal 21 

Ayat(l) 

Walaupun penetapan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan pada tingkat Propinsi, 
Kabupaten, atau unit, namun teknis pengelolaan hutan didasarkan pada Daerah 
Aliran Sungai. 

Ayat (2) 

Unit pcngelolaan adalah merupakan kesatuan pengclolaan kawasan hutan tcrkecil 
yang dapat dikelola berdasarkan azas kelestarian. 

Ayat (3) 

Cukupjelas 
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Pasal 22 

Aya: (1) 

Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pcngclolaan kawasan hutan yang Jcbih 
intcnsif wlluk mcmpcrolch manfaat yang optimal. 
Pcmbagian kawasan hutan alam dalam blok-blok didasarkan pada ckosistcm. 
Scdang pcmbagian kawasan hutan tanaman dalam blok-blok didasarkan pada jcnis 
tanaman, umur, kcadaan lapangan, dan rcncana pcmanfaatan. 

Ayal (2) 

Cukupjclas 

Ayat (3) 

Cukupjclas 

Ayat (4) 

Cukupjclas 

Ayal (5) 

Cukup jclas 

Pasal 23 

Cukupjclas 

Pasal 24 

Cukupjelas 

Pasal 25 

Cukupjelas 

Pasal 26 

Cukupjclas 

Pasal 27 

Ayat (1) 

Kegiatan pemanfaatan basil hutan bukan kayu di dalam hutan lindung dilakukan 
secara terbatas scpanjang tidak mengganggu fungsi lindung. 

Ayat (2) 

Cukupjelas 



Ayat (3) 

Pasal 28 

Dalam Pcraturan l'cmcrintah tcrscbut diatur antara lain luas maksimum, jumlah 
volume tcrtcntu dan jangka waktu. 

Ayat (I) 

Kcgiatan pariwisata di dalam hutan lindung dapat dilakukan kcgiatan sccara 
tcrbatas. 
Pcmanfaalan sumbcr air di dalam hutan lindung dapat dilakukan sepanjang tidak 
mcngganggu fungsi lindung. 

Ayat (2) 

Cukupjelas 

Pasal 29 

Ayat (I) 

Pemanfaatan sumbcr air di dalam hutan lindung dapat dilakukan sepanj<mg tidak 
mcngganggu fungsi lindung. 

Ayat (2) 

Cukupjclas 

Pasal 30 

Cukupjelas 

Pasal 31 

Ayat(l) 

Yang dimaksud dengan Badan Hukum Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara, 
Badan Usaha Milik Dacrah, Badan Usaha Milik Swasta, dan Koperasi. 

Ayat (2) 

Pengaturan kegiatan yang berkaitan dcngan pengolahan clan pemasaran hasil hutan 
dilaksanakan sesuai dengan pcraturan pcrundang-undangan di bidang perindustrian 
dan pcrdagangan. 

Ayat (3) 

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur antara lain mengenai luas maksimum 
dan jangka waktu. 
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l'asal 32 

Ayat ( J) 

Cukup jclas 

Ayat (2) 

Pasal 33 

Dalam Pcraturan Pcmcrintah tcrscbut diatur antara lain · luas maksirnum, jumlah 
volume tcrtcntu dan jangka waktu. 

Ayal (1) 

Pcmbcbanan iuran tcrhadap hak alas pcmanfaatan hutan dikcnakan bcrdasarkan luas 
kawasan hutan lcrscbut. 
Pcmbebanan provisi dikcnakan tcrhadap sctiap produksi hasil hutan dari adanya 
kcgiatan pcmanfaatan hutan scbagai pengganti nilai intrinsik dari hutan. 
Pcmbcbanan dana rcboisasi dikenakan terhadap produksi hasil hutan berupa kayu 
dari hutan alam untuk pcmbiayaan rcboisasi, rchabilitasi, dan mcningkatkan potensi 
hutan. 

Ayat (2) 

Cukupjelas 

Ayat (3) 

Cukupjclas 

Pasal 34 

Cukupjelas 

Pasal 35 

Cukupjelas 

Pasal 36 

Rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan secara bertahap dalam upaya pcmulihan dan 
pcngcmbangan fungsi sumber daya hutan dan lahan baik sebagai fungsi produksi, 
pcrlindungan dan konscrvasi. Upaya meningkatkan potensi daya dukung serta 
produktifitas hutan dan lahan agar mampu berperan sebagai penyangga sistcm kehidupan 
tcrmasuk pcnyelcngaraan kegiatan konservasi tanah dan air dalam rangka pencegahan 
banjir dan pcngcndalian erosi. 

Pasal 37 

Kegiatan rcboisasi dan pcnghijauan merupakan bagian dari rehabilitasi hutan dan kawasan 
hutan. 



Kcgiatan rcboisasi dilabanakan di dalam kawasan hutan, scdangkan kcgiatan pcnghijauan 
<lilaksanakan di luar kawasan hutan. 
Rchabilitasi hutan dan kawasan hutan pada dasarnya dapat dilaksanakan pada scmua 
hutan dan kawasan hutan kccuali kawasan cagar alam dan zona inti Taman Nasional. 
l'claksanaan rchabilitasi hutan dan kawasan hutan tidak dibcnarkan bcrskala bcsar/luas 
scrta mcngubah sifat dan karaktcristik kawasan hutan dan kawasan hutan yang 
bcrsangkutan. 

Sasaran rchabilitasi hutan dan kawasan hutan diprioritaskan pada lahan yang tclah 
ditctapkan scbagai lahan kritis olch Mcntcri tcrutama lahan kritis yang tcrdapal dibagian 
hulu dacrah aliran sungai agar fungsi tata air, pcnccgahan dan pcngcndalian terhadap 
banjir Jan kckcringan dapat dipcrtahankm1 sccara maksimal. Dalam hubungan ini 
n:habilitasi hutan bakau/mangrovc harus mcndapatkan pcrhatian yang sama scbagaimana 
upaya yang dibcrikan pada kawasan hutan lainnya. Sclanjutnya upaya rchabilitasi juga 
pcrlu dilaksanakan pa<la ckosistcm pcrairan yang dilindungi, misalnya ckosistcm tcrumbu 
karang. 

Pasal 38 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dcngan kondisi spcsifik biofisik adalah kcadaan flora yang secara 
spcsifik cocok pada suatu kawasan atau habitat tcrtcntu sehingga kcbcradaannya 
mcndukung ckosistcm kawasan hutan yang akan direhabilitasi. 
Pcnerapan tcknik rehabilitasi hutan dan kawasan hutan harus mempcrtimbangkan 
lokasi spcsifik sehingga perubahan ekosistem dapat diccgah sedini mungkin. 

Pclaksanaan rehabilitasi hutan dan kawasan hutan dilakukan dengan mengikut 
scrtakan masyarakat. 
Pcngikut sertaai• masyarakat dima!~sudkan untuk mendorong dan menciptakan rasa 
memiliki atas sumbcr daya hutan dan kawasan hutan serta membuka pcluang 
kesempatan kerja yang lebih luas. 

Ayat (2) 

Pelaksanaan rehabilitasi hutan dalam kawasan hutan pada dasarnya merupakan 
tanggung jawab pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah dapat 
mcnycrahkan kepada pihak lain yang dianggap mampu termasuk masyarakat lokal. 

Ayat (3) 

Cukupjclas 

Pasal 39 

Rehabilitasi hutan di luar kawasan hutan menjadi kewajiban yang mengurus hutan 
tcrscbut. Pcnyelcnggaraan rehabilitasi hutan diawasi dan dikendalikan oleh Pemerintah 
terutan1a yang menyangkut kemungkinan adanya perubahan fungsi kawasan. Perubahan 
ekosistcm karena adanya perubahan dalam pemilihan jenis tanaman, perlakuan watak 
lahan serta penerapan kegiatan sipil teknis Iainnya yang dapat mengubah rona lingkungan 
secara cepat. 
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Pasal 40 

Cukupjclas 

Pasal 41 

Cukupjclas 

Pasal 42 

Pasal 43 

Kerusakan hutan dan hasil hutan yang discbabkan olch pcrbuatan manunsia antara lain 
meliputi pcngcrjaan dan/atau mcnggunakan dan/atau pcndudukan kawasan huta.n, 
penebangan liar (pcrambah hutan}, pcmbakaran hutan dan lain-lain. 
Pcrlindungan hutan dibcdakan : 
a. Yang disebabkan olch pcrbuatan manusia, antara lain pcngcrjaan <lan/atau pcndudukan 

kawasan hutan, pencbangan liar, pembabatan hutan dan lain-lain. 
b. Yang disebabkan oleh tcrnak, hama dan pcnyakit. 

Pasal 44 

Ayat (1) 

Perlindungan hutan pada dasamya adalah rcrlindungan kepcntingan umum, olch 
kari!na itu Pcme:intah harus mcHgatur <Ian mengcmb:mgka!l sistem dar~ r.tckr.aisme 
pcrlindungan hut'111 dalam kawasan hutan maui>un di luar kawasan hutan. 
Perlindungan Hutan diluar kawasan hutan meliputi kegiatan pengaturan pcngamanan 
hutan dan basil hutan. 

Ayat (2) 

Kegiatan perlindungan kawasan hutan antara lain berupa : 
a. Dilakukannya pcnataan batas atas setiap areal hutan yang telah ditunjuk. 
b. Larangan untuk mcmotong mcmindahkan, merusak atau menghilangkan tanda 

batas kawasan hutan. 
· c. Larangan penegunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan fungsi dan 

peruntukannya. 

Kegiatan perlindungan atas tam1h hul4!11 antara lain berupa larangan untuk 
melakukan pemungutan basil hutan dcngan menggunakan alat yang tidak sesuai 
dengan kondisi tanah. 

Kegiatan perlindungan atas kerusakan hutan antara lain berupa : 
a. Larangan kepada setiap orang untuk membakar hutan kecuali dengan 

kewenangan yang sah. 
b. Larangan kepada setiap orang untuk mencbang pohon di dalam hutan tanpa izin 

yangsah. 
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c. Larangan kcpada sctiap orang untuk mcmbawa hlat yang lazim digunakan untuk 
mcmotong atau mcncbang pohon dalam kawasan hu1~u1. 

Kcgiatan pcrlindungan alas hasil hutan antara lain bcrura : 
a. Kcwajiban untuk pcngukuran dan pcngujian atas sctiap hasil hutan. 
b. Kcwajiban untuk mcnycrtakan surat kctcrangan salmya basil hutan apabila 

diangkut. 

Ayat (3) 

Pcmcgang hak atau izin pcmanfaatan hutan bcrtanggung jawab atas areal hutan yang 
mcnjadi wilayah kerjany(l untuk menccgah, mcmbatasi kcgiatan agar hutan atau 
kawasan hutan yang menjadi areal kcrjanya aman dari gangguan yang menyebabkan 
kcrusahaan hutan dan hasil hutan. 
Kcgiatan pcrlindungan hutan tcrscbut dilakukan olch Satuan Pcngamanan Hutan 
tcrscbut dikoordinasikan olch pcjabat instansi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 37 
ayat(l). 

Ayat (4) 

Adapun pclaksanaan pcrlindungan hutan bcrdasarkan pcndckatan partisipatif dari 
masyarakat khususnya masyarakat sckitar hutan dcngan koordinasi dan dukungan 
dari pcmcrintah. 

Ayat (5) 

Cukupjelas 

Pa.sal 45 

Cukupjclas 

Pasal 46 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dcngan orang adalah subyek hukwn baik orang pribadi maupun 
badan hukum. 
Prasarana pengelolaan hutan misalnya pagar-pagar batas kawasan hutan dan ilaran 
api. Sarana pcngcloiaan pcrlimlungan b..itan :uisainya . pal batas atau tanda batas 
kawasan hutan, menara pengawas, gardu/pos jaga, tanggul api, alat-alat pemadam 
kebakaran, tanda-tanda larangan dan sebagainya. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan kerusakan hutan ialah tcrjadinya perubahan fisik, sifat fisik 
dan/atau hayatinya yang menyebabkan kawasan hutan terganggu atau tidak dapat 
berfungsi sesuai dengan fungsinya. 
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Ayat(3) 

I lurur a 

Yang dimaksud 1111.:ngcrjakan adalah mcngolah tanah <lalam kawasan hutan baik 
untuk pcrladangan maupun kcpcntingan usaha tani atau usaha lainnya. 
Yang dimaksud mcnduduki adalah mcmhangun tcmpat pcmukirnan, scpcrti rumah, 
gcdung. dan bangunan htinnya tanpa izin yang bcrwcnang. 

lluruf b 

Yang dimaksud dcngan mcrambah adalah mclakukan pcmanfaatan kawasan hulan 
tanpa izin dari yang bcrwcnang. 

I luruf c 

Pcnclapan radius/jarak tcrtcntu dilakukan olch pcmcrintah. 

1-!uruf d 

Yang dimaksud dcngan kcwenangan yang sah adalah kewcnangan yang dibcrikan 
olch pcjabat yang bcrwcnang scpcrti Menteri atau pcjabat kehutanan lainnya, untuk 
mcmbakar hutan tcrtcntu untuk pcngcndalian kcbakaran hutan atau untuk 
pcmbukaan hutan yang sah. 

Huruf c 

Yang dimaks•1d dcngan pcjabat yang bcrwcnang adalah pcjabat pemerintah yang 
aibcn \\Cwcnang mcnurul un<lar.g-ua<lang ini untuk memberikan hak pengusahaan 
hutan, hak pcmungutan hasil hutan atau izin pcmanfaatan h<isil hutan. 

Huruff 

Kctcntuan ini dapat disebut juga pcnadahan sebagaimana diatur dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana. 

Hurufg 

Yang dimaksud dengan kegiatan penyelidikan umum adalah kegiatan untuk survei 
scismik aiau su.vei lainnya untuk mengctahui potensi sumberdaya yang berada 
dalam tanah dalam kawasan hutan. 
Yang dimaksud dcngan eksplorasi adalah sama dengan penyelidikan um um. 
Yang dimaksud dcngan eksploitasi adalah kegiat.an untuk memanfaatkan 
sumbcrdaya bahan tambang. 
Yang dimaksud izin yang bcrwenang adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang 
mcngurus urusan kchutanan. 

1-Iuruf h 

Yang dimaksud dcngan "dilengkapi, disertai atau bersama-sama" adalah bahwa pada 
saat dipcriksanya setiap hasil hutan, yang bersangkutan terhadap hasil hutan t.ersebut 
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harus dapat mcnunjukkan dokumcn surat kctcrangan sahnya hasil hutan scbagai 
bukti yang sah. 
Apabila antara isi dokumcn surat kctcrangan sahnya hasil hutan tcrscbut tidak sama 
dcngan fisik basil hutan, baik jcnis, jumlah, maupun volume, maka hasil hutan 
tcrscbut dianggap tidak mcmpunyai surat kctcrangan sahnya hasil hutan yang 
dimaksud. 

Hurufi 

Cukup jclas 

Huruf j 

Cukup jclas 

Ayat (4) 

Pasal 47 

Undang-undang yang mengatur ketcntuan mcmbawa, mengangkut. atau 
mcngcluarkan tumbuhan dan satwa yang dilindungi adalah Undang-undang Nomor 
5 Tahun 1990 tcntang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistcmnya. 

Cukupjelas 

Pasal 48 

Cukupjclas 

Pasal 49 

Cukupjelas 

Pasal 50 

Cukupjelas 

Pasal 51 

Ayat (I) 

Yang dimaksud dengan sepanjang kenyataannya masih ada adalah masih adanya 
kclompok masyarakat yang secara hukum masih terikat sccara tradisional/paguyub~;i 
(gemeinschap) pada wilayah tertentu yang jelas sebagai wilayah hukumnya, ada 
kelembagaan serta perangkatnya, ada pranata hukum yang mengingat dan masih 
ditaati oleh para anggota-anggota masyarakat hukum adat tersebut. 
Apabila salah satu dari unsur tersebut tidak ada, maka menurut kcnyataannya baik 
masyarakat hukum adat maupun hak-haknya dianggap tidak ada. 
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Ayat (2) 

Pcrlu adanya pcngakuan olch Bupati Kcpala Dacrah atau Walikolamadya untu~; 
mcmastikan apakah kcbcraJaan masyarakat hukum aJat 1111.:nurul pcrsyaralan 
tcrscbut bcnar-bcnar mcmang masih ada. lintuk 111c111astikan hal tc.:rscbut pcrlu 
diadakan pcnclitian hukum. 

Ayat (3) 

Cukup jclas 

Pasal-.)2 

Ayat (I) 

Dalam pcngcrtian mcnikmati kualitas lingkungan tcrmasuk unluk mcmpcrolch 
manfaaat sosial dan budaya bagi masyarakal yang tinggal di dalam dan di sekitar 
hutan. 

Ayat (2) 

Cukupjclas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasal 53 

Ayat (1) 

Dalam pengertian memelihara dan mcnjaga adalah mcnccgat- dan menanggulangi 
dari pencurian, kebakaran hutan, gangguan temak, pcngcrjaa.n (pcndudukan) dan 
sebagainya. 

Ayat (2) 

Pasal 54 

Dalam pelaksanaan kcgiatan rehabilitasi hutan untuk tujuan pcrlindungan dan 
konscrvasi, masyarakat dapat mcminta pendampingan; pelayanan dan duki.mgan 
dalam bcntuk bantua.n tek.nis, pelatihan, bantuan pcmbiayaan. Pendampingan 
masyarakat tersebut diatas dimungkinbn karcna adanya kcuntungan sosial sepcrti 
pengendalian banjir dan kckcringan, pencegahan crosi serta pcmantapan kondisi tata 
air.Keberadaan lembaga :;wadap masyarakat dimaksudkan sebagai mitra kerja 
sehingga tcrbcntuk insfratuktur sosial yang kuat, mandiri dan dinamis. 

Cukupjelas 
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Pasal 55 

J\yat(l) 

Yang dimaksud dcngan Undang-undang tcn1ang I lukum Acara Pidana adalah 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 198 l. 
l'cnyidik Pcgawai Ncgcri Sipil yang Jimaksud dalam pasal ini mcliputi Pcgawai 
Ncgcri Sipil Pusat maupun Dacrah yang mcmpunyai tugas dan bcrtanggungjawab 
dalam pcngurusan hulan di Indonesia, baik bcrdasarkm1 asas descntralisasi, 
dckonscntrasi maupun tugas pcmbantuan. 

Ayat (2) 

Cukup jclas 

Ayat (3) 

Cukup jclas 

Pasal 56 

Pcraturan perundangan yang mcngatur kegiatan dibidang kchutanan seperti mcngcnai 
konservasi sumber daya alam hayati dan ckosistemnya, atau konservasi tanah dan 
scbagainya tctap dapat menetapkan ancan1an pidana yang jumlahnya tidak mclcbihi 
ancaman pidana yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. 
Denda sebagaimana dimaksud pasal ini merupakan nilai nominal. 
Yang dimaksud dengan nilai nominal adalah bahwa nilai mata uang rupiah pada saat 
l lndang-undang ini berlaku dan dapat disesuaikan dari waktu ke waktu yang dibandingkan 
dengan harga dasar e;ma::; atau index keliidupan di Bank Indonesia. 

Pasal 57 

Ayat(l) 

Dalam kctcntuan ayat ini, kcpada pelanggar hukum selain dikenakan sanksi pidana 
dapat ditambah dcngan ganti rugi scnilai kerusakan atau akinat yang ditimbulkannya. 

Ayat (2) 

Dalam kcputusan pemberian hak pengusahaan hutan, hak pcmungutan hasil hutan 
atau izin pemanfaatan hasil hutan, atau dalam bcntuk perundang-undangan lainnya, 
ditctapkan persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan yang harus ditaati olch 
pemegang hak atau izin. Apabila persyaratan dan ketentuan tersebut dilanggar, yang 
bcrsangkutan dapat dikenakan sanksi administrasi baik denda administrasi atau 
pencabutan hak. Sanksi administrasi dikcnakan terhadap perbuatin melanggar 
hukum yang bukan tindak pidana. 

Ayat (3) 

Cukupjelas 
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Pasal 58 

Ayat (I) 

Yang dimaksud hak mengajukan gugalan perwakilan pada ayat ini adalah hak 
kclompok kccil masyarakat untuk bcrtindak mewakili mr.syarakat dalam jumlah 
bcsar yang dirugikan atas dasar kcsamaan mcrmasalahan faktor hukum, dan tuntutan 
yang ditimbulkan karena kerusakakan hutan. 

Ayat (2) 

Cukupjelas 

Pasal 59 

Cukupjelas 

Pasal 60 

Cukupjclas 

Pasal 61 

Cukupjclas 

Pasal 62 

Cukupjclas 
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